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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah   

Pemerintah desa memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam proses 

pembangunan desa karena menjadi pintu gerbang penghubung antara pemerintah 

dengan penduduk desa. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa. Adanya Undang-Undang tentang desa, pemerintah desa memiliki 

kewenangan yang besar dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan 

pelaksanaan keuangan desa sehingga dapat terwujud desa yang mandiri dan bersih 

tanpa korupsi. 

Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, 

tradisionalis, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempuyai keluhuran dan kearifan 

lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan 

berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan 

serta norma sosial masing-masing. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan 

bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas 

wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, 

kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, 

atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 



 
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis Undang-Undang ini 

memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi 

desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa 

yang nantinya dikelola melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). 

Nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa 

yang diatur dalam Peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa. 

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, 

partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan 

keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut 

dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari 

sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dikemukakan 

bahwa struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari 

Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, 



 
 

sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Selengkapnya struktur keuangan 

desoa tersebut disajikan dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1. 

Struktur Pendapatan Desa 

1.Pendapatan Asli Desa 

 Hasil Usaha Desa 

 Hasil Kekayaan Desa 

 Hasil Swadaya dan Partisipasi 

 Hasil gotong-royong 

 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah 

2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten 

 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota 

 Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 

 Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota 

3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi 

4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

6. Lain-lain pendapatan desa yang sah 

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Alokasi dana untuk desa yang kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh 

desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat setelah 

adanya kebijakan ini desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan 

pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, 



 
 

disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat 

paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak 

sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara 

akuntabilitas. 

Berdasarkan penelitian Husna dan Syukri (2016) di Kabupaten Pidie diketahui 

bahwa Secara keseluruhan aparatur desa di Kabupaten Pidie sudah siap dalam 

pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang desa. Dari beberapa desa yang diteliti, hanya satu desa yang 

belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, desa 

tersebut adalah Desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga. 

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah 

kalangan. Hal tersebut dikarenakan belum semua Kepala Desa dan perangkatnya 

memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPJ (laporan 

pertanggungjawabannya). Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam 

penyelenggaraan keuangan desa. Seharusnya pemerintah daerah memainkan peranan 

penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelolaan 

keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih 

rinci dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. 



 
 

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad (2016) di Kecamatan Baranti diketahui 

bahwa pengelolaan keuangan desa belum menerapkan transparansi dalam pelaporan 

keuangan desa. selain itu, aparat pemerintah desa belum sepenuhnya siap dalam 

mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang disebabkan beberapa 

hal yaitu: keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi, sumber daya manusia 

(SDM) yang kurang mendukung, faktor-faktor dapat menyebabkan  peraturan UU Desa 

serta peraturan pedukung lainnya terlambat sampai ke pemerintah desa. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masing-

masing alokasi dana desa kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh desa dan 

harus dipertanggungjawabkan. Setelah adanya kebijakan ini desa mendapat alokasi 

anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Hal ini 

sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa, tidak terkecuali masyarakat di Sumatera 

Selatan. 

Sumatera Selatan merupakan Provinsi  yang memiliki 14 Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan laporan rincian alokasi dana desa pada tahun 2017, setiap desa pada 

masing-masing Kabupaten sudah menerima dana desa setaip tahunnya, dan telah 

membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa. Salah satunya 

ialah Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Ogan Komering Ilir. Adapun jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan  Ilir sebanyak 

16 kecamatan dan terdapat 227 desa. Diantaranya desa Pulau Semambu, Desa Talang 

Seleman, dan Desa Meranjat II.  



 
 

Setelah melakukan observasi awal pada beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir, 

penulis mengambil 3 desa di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu: 

1) Desa Pulau Semambu Kecamatan Inderalaya Utara 2) Desa Talang Seleman 

Kecamatan Payaraman 3) Desa Meranjat II Kecamatan Inderalaya Selatan dengan 

alasan sebagai berikut:  

Desa Pulau semambu merupakan salah satu desa percontohan di Kabupaten 

Ogan Ilir yang memiliki sistem kemitraan yang cukup baik, bahkan disebut sebagai 

desa wisata pulau semambu. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat berkembang secara pesat, terutama setelah adanya bantuan dana desa dari 

pemerintah setiap tahunnya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kesiapan aparatur desa 

dalam mengelola dana desa, sehingga lebih memudahkan dalam pembangunan  desa. 

Dilihat dari hasil survei di Desa Talang Seleman adanya ketidaksinambungan 

antara laporan pertanggungjawaban dengan hasil pembangunan di lapangan. Fasilitas 

pembangunan belum dapat dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat Desa Talang 

Seleman terutama pembangnan jalan karena sebagian besar jalan utama desa masih 

rusak-rusak. Sedangkan, Pada tahun 2018 Desa Talang Seleman menganggarkan dana 

pembangunan desa paling besar diantara desa Pulau Semambu dan Desa Meranjat II 

yaitu mencapai 70-75% menggunakan dana desa.   

Lain halnya dengan Desa Meranjat II yang menganggarkan dana pembangunan 

desa paling sedikit dibandingkan dengan Desa Pulau Semambu dan Desa Talang 

Seleman, diketahui bahwa pembangunan desa sudah tertata rapi terutama pada 



 
 

pembangunan jalan, baik jalan utama maupun jalan di lorong desa. Selain itu, laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan dana yang diterima dengan 

dana yang dikeuarkan tanpa mengalami surplus maupun defisit. Berikut penulis 

paparkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dari masing-masing desa 

melalui tabel dibawah ini:  

Tabel 1.2. 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di tiga Desa yang diteliti di Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2018 

Komponen Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Desa 

Desa Pulau 

Semambu 

Desa Talang 

Seleman  

Desa Meranjat II 

1. Pendapatan Desa Rp.1.310.811.575,00 Rp.1.172.709.000,00 Rp.1.201.309.750,00 

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 10.148.775,00 Rp. 3.500.000,00 Rp.         - 

b. Dana Desa APBN Rp. 713.437.000,00 Rp. 724.249.000,00 Rp. 718.376.000,00 

c. ADD Kabupaten + SILTAP Rp. 480.271.000,00 Rp. 402.810.000,00 Rp. 400.805.000,00 

2. Belanja Desa    

a. Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan desa 

Rp. 334.150.000,00 Rp. 243.700.000,00 Rp. 371.578.750,00 

b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 791. 912.800,00 Rp. 874. 449.400,00 Rp. 655.631.000,00 

c. Bidang Pembangunan 

Masyarakat 

Rp. 2000.000,00 Rp. 2000.000,00 Rp. 16.000.000,00 

d. Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

Rp. 132.600.000,00 Rp. 88.600.000,00 Rp. 128.100.000,00 

e. Bidang Tak Terduga Rp.          - Rp.           - Rp.         - 

TOTAL Rp.1.310.811.575,00 Rp.  1.208.749.400,00 Rp.1.201.309.750,00 

SURPLUS/DEFISIT Rp. 50.000.000,00 Rp.  36.040.400,00 - 

3. Pembiayaan Desa    

   a. Penerimaan Pembiayaan Rp.          - Rp.             - Rp.          - 

   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.          - Rp.             - Rp.          - 

   c. Penyertaan Modal BUMDes Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 

   d. Selisih Pembiyaan A-B Rp.  - Rp.             - Rp.          - 

Sumber: Laporan APBDes di 3 desa yang diteliti   



 
 

Dilihat dari tabel di atas, Desa Talang Seleman mendapatkan alokasi dana desa 

APBN paling banyak sebesar Rp  724.249.000,00, sedangkan Desa Pulaun Semambu 

3 mendapatkan alokasi dana desa paling sedikit dengan hanya sebesar Rp 

713.437.000,00. Desa Pulau Semambu 3 mendapatkan ADD Kabupaten dan Bantuan 

Kabupaten Dana SILTAP paling banyak sebesar Rp 480.271.000, selisih Rp 77. 

461.000 dengan Desa Talang Sleman dan Rp 79.466.000. Dapat dilihat juga pada tabel 

di atas, Pos yang paling banyak menyerap anggaran Belanja Desa adalah Pos 

Pembangunan Desa sebesar Rp 874.449.000 di Desa Talang Sleman, sebesar Rp. 

791.912.800 di Desa Pulau Semambu 3, dan Rp. 655.631.000,00 di Desa Meranjat I1. 

Dari hasil survei yang dilakukan penulis, maka terdapat hasil yang berbeda 

dalam pengelolaan keuangan desa pada masing-masing desa. Oleh karenanya, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada tiga desa dengan tiga kecamatan 

yang berbeda tersebut. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut, “Bagaimana kesiapan aparatur desa 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di beberapa desa di Kabupaten Ogan 

Ilir secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 



 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

secara empiris bagaimana kesiapan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa 

secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di 

beberapa desa di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Ogan Ilir. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai kesiapan Aparatur 

Desa dalam mengelola keuangan desa dalam prospek akuntabilitas menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir. 

Sedangkan bagi praktisi diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi 

yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan 

kesiapan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabilitas sesuai 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.  

 

1.5. Ruang Lingkup 

1.5.1.  Ruang Lingkup Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di tiga desa pada kecamatan yang berbeda di Kabupaten Ogan 

Ilir. Adapun tiga desa tersebut ialah: Desa Pulau Semambu 3, Desa Talang Seleman, 

dan Desa Meranjat 1. 



 
 

1.5.2.  Ruang Lingkup Materi 

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah menganalisis dan 

mendeskripsikan kesiapan Aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa di Desa Pulau Semambu 3, Desa Talang Seleman, dan Desa Meranjat 1. 
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